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ABSTRACT 

 

Jatim Puspa is a trading business program that is given to people 

affected by Covid-19 and this Jatim Puspa program is specifically given to 

women, so that women can take part in economic recovery amid the Covid-19 

pandemic in Sumberkolak Village, Panarukan District, Situbondo Regency. 

The research method used is descriptive research method with a qualitative 

approach. By making observations about a natural phenomenon by collecting 

data using the method of observation, interviews, and documentation. The 

research location was conducted in Sumberkolak Village, Panarukan District, 

Situbondo Regency. It can be concluded that Sumberkolak Village, Panarukan 

District, Situbondo Regency has implemented the Jatim Puspa Program well, 

but it has not been maximized, especially in terms of conveying information, 

selecting program recipients and monitoring. 
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I. PENDAHULUAN 

Covid-19 yang sudah melanda 

Indonesia sejak tahun 2019-2021 

berdampak besar bagi perekonomian 

masyarakat Indonesia, tidak 

terkecuali di tingkat Provinsi 

termasuk Jawa Timur. Hal itu yang 

membuat Gubernur Jawa Timur 

mengeluarkan Peraturan Gubernur 

No. 20 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Umum Program Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa dalam Rangka 

Pemulihan Ekonomi di Provinsi 

Jawa Timur untuk penanganan 

Covid-19.  

Dalam rangka menangani 

dampak ekonomi dan sosial 

dimaksud, pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah telah merancang 

dan mengimplementasikan berbagai 

program, juga telah melakukan 

kegiatan realokasi dan refocusing 

anggaran dalam rangka penanganan 

dampak Covid-19. Salah satunya 

dalam bentuk program jaring 

pengaman sosial dan program 

regular dalam rangka penanganan 

dampak Covid-19. Banyak program-

program yang ada dalam peraturan 

gubernur tersebut misalnya: Program 

Jawa Timur Pemberdayaan Usaha 

Perempuan (Jatim Puspa); Program 

Pemberdayaan Badan Usaha Milik 

Desa Provinsi Jawa Timur; Program 

“DESA BERDAYA” Provinsi Jawa 

Timur; Programi Sinau Nang nDeso 

(SINANDO) Provinsi Jawa Timur. 

Program-program yang tertuang 

bertujuan untuk pemulihan pasca 

pandemi Covid-19. 

Salah satu program yang 

dilaksanakan adalah Jawa Timur 

Pemberdayaan Usaha Perempuan 

(Jatim Puspa). Jatim Puspa 

merupakan suatu program usaha 

perdagangan yang diberikan kepada 

masyarakat yang terkena dampak 

Covid-19. Dengan adanya program 

Jatim Puspa ini diharapkan akan 

memberi dampak baik kepada 

perempuan dan bisa 

menyejahterakan keluarga. 

Pemulihan ekonomi akibat 

adanya Covid-19 ini diharap dapat 

mengurangi pengangguran, 

kemiskinan, usaha-usaha pedagang 

peracangan maupun Pedagang Kaki 

Lima (PKL). Mereka yang awalnya 

berdagang untuk meningkatkan 

ekonomi keluarga, tetapi setelah 

terdampak Covid-19 penjualan 
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semakin menurun. Dan ditambah 

pula dengan lapangan pekerjaan 

yang memang sangat minim. Adanya 

Covid-19 ini semakin memperburuk 

keadaan ekonomi pada Kabupaten 

Situbondo yang membuat dampak 

pengangguran, kemiskinan dani lain 

sebagainya semakin merajalela.  

Desai Sumberkolak Kecamatan 

Panarukan sebagai salah satu daerah 

yang berada di Kabupaten Situbondo 

jugai terdampak pandemi Covid-19. 

Untuk pemulihan Desa Sumberkolak 

menerapkan salah satu program 

dalam peraturan gubernur tersebut 

yakni Jatim Puspa. Desa 

Sumberkolak memfokuskan pada 

pelaksanaan Program Jawa Timur 

Pemberdayaan Usaha Perempuan 

(Jatim Puspa). Desa Sumberkolak 

yang terdiri dari 8 dusun ini 

berklaster penduduk sangat miskin, 

miskin, hamper miskin, rentan 

miskin, dan tidak miskin. Penduduk 

di Desa Sumberkolak yang terdiri 

dari 8 dusun tersebut masih ada 

masyarakat yang tergolong kurang 

mampu atau miskin dan pendapatan 

perekonomian keluarganya masih 

sangat rendah. Oleh karena itu, 

Pemerintah Provinsi Jawa Timuri 

mengeluarkan Program Jatim Puspa 

untuk membantu memulihkan 

ekonomi masyarakat yang terdampak 

Covid-19. Program Jatim Puspa yang 

dilaksanakan pada Desa 

Sumberkolak diberikan kepadai 34 

warga dengan bantuan usaha 

perdagangan seperti jual kue, jual 

sosis, jual makanan, peracangan, dan 

lain aebagainya. Warga desa 

khususnya perempuan melakukan 

usaha perdagangan sesuai dengan 

pilihan dan keinginan mereka untuk 

berusaha. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kebijakan Publik 

Kebijakani padai dasarnya 

merupakani sesuatui keputusani yang 

dimaksud guna menanggulangi kasus 

tertentu, untuk melaksanakan 

aktivitas tertentu, yang 

melaksanakan aktivitas tertentu, 

ataupun iuntuk imenggapai tujuani 

tertentu, yang dilakukan ioleh 

lembagai pemerintahi yangi 

berwenang dalami rangka 

penyelenggaraani tugas 
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pemerintahani negarai serta 

pembangunanabangsa. 

Batasanatentang kebijakanipublik 

diberikan oleh Thomas R. Dye dalam 

Ayuningtyas (2014:8) yang berkata 

jika “kebijakan publlik adalahi apai 

puni yangi dipilihi oleh pemerintahi 

untuki dilakukani ataupun 

tidaksdilakukan (whatever 

governments choose to do orsnot to 

do)”. Sementara itu, Anderson dalam 

Agustino (2017:17) 

mendefinisikanikebijakanipublik 

sebagai serangkaianikegiataniyang 

mempunyai tujuan tertentu yang 

diikuti 

danidilaksanakaniolehiseorangiatau 

sekelompokiaktoriyangiberhubungan 

dengan permasalahan atau sesuatu 

hal yang diperhatikan. Kebijakan 

bisa pula dipandangisebagaiisistem. 

Sistem adalah serangkaianabagian 

yang saling berhubungan 

sertaitergantung dan diatur dalami 

ketentuan itertentu ibuat 

menciptakan satu kesatuan. Menurut 

Dunni (1994:59) sistem ikebijakan 

(policyi system) mencakup hubungan 

timbali baliki darii 3i faktor, iyakni 

kebijakan publik, pelaku kebijakan 

serta areaikebijakan. 

Segala kegiatan yang dikerjakan 

oleh pemerintahiftidak lepasifdari 

apa yang diputuskan. Apa saja yang 

sudah dan akanidiputuskan, 

yangimenyangkut 

kepentinganfmasyarakat 

disebutidengan kebijakan publik. 

Sementara wujud dari kebijakani 

yangi sudahi dibuat oleh pemerintah, 

apakahsberupa barang dan jasa yang 

bisafdinikmati olehfpenduduk 

dinamakan bersama dengan 

pelayanan publik. Kebijakanfdan 

pelayananipublik merupakan dua hal 

yang dilaksanakan olehi pemerintahi 

sebagaii bagian idari fungsii 

pemerintahani yangi perlu dilakukan 

olehipemerintah. 

Padai masai modern, isemenjak 

bergesernyai kerangkai berpikiri atau 

paradigmai pemerintahi sebagai 

pusat pengambilan keputusan ke 

pemerintah sebagai salah satu 

pembuat aturan atau keputusan, 

makaipemerintah tidakidapat 

seenaknyai membuat iketetapan iatau 

keputusani secara isembarangan, 

dikarenakani pengaruhi dari 

ketetapan ataui keputusan iyang 

dibuat imampu merugikani 

kepentingani masyarakat. selain itu, 
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aktivitasnyaiiselalu diawasi olehi 

pihaki lainnya. iSebagaimana 

kerangkaiberpikir good governance, 

tak hanya pemerintah yang ikut andil 

di dalami pengambilani aturani yaitu 

kalangani usahai (swasta) idan 

masyarakat. iselain idikenai ioleh 

kebijakani yangi dibuatipemerintah, 

rakyati lewati kelompoki 

kepentingan, kelompoki penekan, 

atau ikelompok volunteri jugai bisai 

berperani sebagai mitraapemerintah 

di dalam merancang sebuahi 

kebijakani publiki yang diprakarsai 

olehipejabat pemerintah. 

Tujuani kebijakani publiki yang 

dibuat pemerintah bukan lain adalah 

untukimengatur ikehidupan ibersama 

supaya rakyat jadi lebih tertib, hidup 

lebih nyaman dan sanggup 

menikmati kesejahteraani secarai 

maksimal. iAgar tujuan 

tersebutitercapai, pemerintah bisa 

meminta masukanfdari masyarakat 

dan kalangan bisnis untuksmembuat 

naskah akademik imengenai 

rancangan kebijakan tertentuaagar 

kebijakan yang direncanakani tepati 

sasarani dan menghasilkani manfaati 

yangi sebesar-besarnya 

kepadaimasyarakat. 

Tetapii dalam ipembuatan 

kebijakan, tidak dapat dipungkiri 

dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Hal pentingi yangi harusi di 

waspadaii dan selanjutnya dapat 

diantisipasi dalam pembuatani 

kebijakani seringi terjadi kesalahani 

umum. iFaktor-faktor iyang 

mempengaruhiikebijakan, 

antarailain: 

a. Adanya pengaruhiitekanan-

tekanan dari luar. 

Tidaki jarangi pembuat 

kebijakan harus 

memenuhiatuntutan dari luar 

ataui membuati kebijakani 

dengan adanya tekanan-tekanan 

dari luar. 

b. Adanyaipengaruh 

kebiasaanilama. 

Kebiasaani lamai tersebuti 

sering secarasterus-menerus, 

pantas untuk diikuti, terlebih lagi 

jika isuatu kebijakan yangitelah 

adaidipandang memuaskan. 

c. Adanya pengaruhisifat-sifat 

pribadi. 

Berbagai keputusan atau 

kebijakan yangi dibuati olehi 

parai pembuat kebijakan banyak 

dipengaruhi oleh sifat-sifat 
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pribadinya. Sifat pribadi 

merupakani faktor iyang 

berperan besar dalam pementuan 

keputusan atau kebijakan. 

d. Adanyai pengaruhi darii 

kelompok luar. 

Lingkungani sosiali dari ipara 

pembuat keputusansatau 

kebijakan juga berperanfbesar 

seperti dengan siapai parai 

pembuati keputusan bergaul 

ataufberkomunikasi sehari-hari. 

e. Adanya pengaruhidari masa lalu. 

Pengalamani dari ipekerjaan 

yang terdahului memberikani 

pengaruh padai pembuati 

kebijakan. Maksudnyai adalahi 

bahwa pengalamani latihani dan 

pengalamani sejarahi pekerjaan 

berpengaruhi padai pembuatan 

kebijakan. 

 

2.2 Implementasi 

Implementasi umumnya 

dilakukan sesudah perencanaani 

telahi dikirai sempurna. 

Implementasii ialahi aktivitasi yang 

berarti dari totalitas proses 

perencanaan kebijakan. Menurut 

Mulyadi (2015:12), implementasii 

mengacu pada tindakan untuki 

mencapaii tujuan-tujuani yang telah 

ditetapkanidalam suatu keputusan. 

Tindakan ini berusahafuntuk 

mengubah keputusan-keputusan 

tersebut menjadi pola-polai 

operasionali serta iberusaha 

mencapai perubahan perubahan besar 

ataui kecil isebagaimana iyang itelah 

diputuskani sebelumnya. 

Implementasi pada hakikatnyafjuga 

merupakaniupaya pemahaman 

apaiyang seharusnyaiterjadi setelah 

programidilaksanakan.  

Menuruti Nurdin iUsman 

idalam bukunyai yangi berjuduli 

Konteks Implementasii Berbasis 

Kurikulum 

mengemukakanapendapatnya 

mengenai implementasi 

atauapelaksanaan sebagai berikut:  

“Implementasi adalah 

bermuara pada iaktivitas, iaksi, 

itindakan, iatau adanyai 

mekanismei suatui sistem. 

Implementasi bukan sekedar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan 

yang terencana dan untuki 

mencapaii tujuan ikegiatan” 

(Usman, 2002:70). 

 

Pengertiani implementasii yang 

dikemukakan di atas, dapat dikatakan 

bahwai implementasii adalahi bukan 

sekedaraaktivitas, tetapi 
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suatuakegiatan yangi terencanai dan 

dilakukan isecara sungguh-sungguhi 

berdasarkani acuan normaatertentu 

untuk mencapaiatujuan kegiatan. 

Oleh karena itu implementasi tidak 

berdiri sendiri tetapi dipengaruhi 

oleh objekiberikutnya. 

Pengertiani implementasi iyang 

dikemukakan di atas, bisa dikatakan 

bahwa implementasi ialah proses 

guna melakukan inspirasi, proses 

ataupun seperangkat kegiatan baru 

dengan harapan orang lain bisa 

menerima serta melaksanakan 

penyesuaian dalam badan birokrasii 

demii terciptanyai sesuatu tujuani 

yangi dapat tercapai idengan 

jaringani pelaksanai yang idapat 

dipercaya. 

Ada 6 faktor yang menentukan 

berhasili ataui tidaknyai suatu proses 

implementasi menurut Purwanto 

(Syahida, 2014:13), yaitu: 

a. Kualitasikebijakan ituisendiri. 

b. Kecukupani input ikebijakan 

(terutamaianggaran). 

c. Ketepatan instrumen yang 

dipakai untuki mencapai tujuan 

kebijakani (pelayanan, isubsidi, 

hibah, danilainnya). 

d. Kapasitasi implementori 

(struktur organisasi, idukungan 

SDM, koordinasi, pengawasan, 

dan sebagainya). 

e. Karakteristiki dani dukungan 

kelompokisasaran.  

f. Kondisii lingkungani geografi, 

sosial, ekonomi, dan 

politikidimana 

implementasiitersebut 

dilakukan. 

Berdasarkani pendapati dii atas 

diketahuii bahwai pengertian 

implementasifmerupakan sebuah 

proses yang berkenaan bersama 

kebijakan dan program-

programfyang akan diterapkan oleh 

sebuah organisasi atau institusi, 

khususnyai yang iberkenaan bersama 

dengani institusii negarai dan 

menyertakan sarana dan prasarana 

untuki menunjang iprogram-program 

yang akan dilaksanakan itu. 

 

2.3 Implementasi Kebijakan 

Publik 

Implementasii kebijakan 

merupakan iproses ipelaksanaan 

keputusan kebijakaniiyang dibuat 

oleh lembagai pemerintahi yang 

ditunjukan untuki menggapaii tujuani 
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yang ditetapkaniidalam 

keputusaniikebijakan tersebut. 

Implementasifkebijakan dalam 

pemerintah yangaluas, 

merupakanaalat administrasi 

hukumadimana bermacam aktor, 

organisasi, prosedur, serta metode 

bekerjai bersama-isama iuntuk 

melaksanakan kebijakan guna merahi 

akibat ataupun tujuan yang 

diidamkan. Implementasii darii sisii 

laini ialah fenomena yangikompleks, 

mungkin bisa dimengerti sebagai 

proses, keluaran (output) ataupun 

sebagai ihasil. Implementasii 

kebijakani dalam pemerintah yang 

luas, merupakan alat administrasi 

hukumadimana bermacam aktor, 

organisasi, prosedur, serta metode 

bekerjai bersama-sama ibuat 

melaksanakan kebijakan guna meraih 

akibat ataupun tujuan yang 

diidamkan. Implementasii darii sisii 

laini ialah fenomenai yangi 

lingkungan, imungkin bisa 

dimengerti selaku proses, keluaran 

(output) ataupun sebagai hasil. 

Implementasii kebijakani 

publik merupakaniisalah satu 

tindakaniiuntuk mencapaii tujuani 

yang itelah direncanakani 

sebelumnyai terhadap pengambilani 

keputusan. iImplementasi kebijakan 

publikiadalah tahapan penting dalam 

realisasiskebijakan publik secara 

komprehensif. Dan dalamifbagian ini 

akani disajikani beberapai pendapat 

mengenaii implementasii kebijakan 

publik. 

Mazmanian danaSebastier 

(Tahir, 2014:56) menambahkan, 

“implementasi 

kebijakani dipahamii melaluii tiga 

perspektif yangfberbeda, yaitu 

pembuat kebijakan, ipejabat 

ipelaksana idi lapangani dani aktori 

individui selaku kelompok target”.  

Kemudian menurut Tachjan 

(Tahir, i2014:53), “implementasi 

kebijakani publik, idisamping idapat 

dipahami sebagaiiisalah 

satuiiaktivitas dari 

administrasiipublik sebagai institusi 

(birokrasi) idalam iproses ikebijakan 

publik, dapat idipahami ipula sebagai 

salah lapangan studiiadministrasi 

publik sebagai ilmu”. 

Menurut iMeter idan iHorn 

(Naditya idkk, i2013:1088), 

mendefinisikanfimplementasi 

kebijakan publikisebagai tindakan-

tindakaniyang dilakukan oleh 
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organisasi publik yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkanidalam keputusan-

keputusani sebelumnya. iTindakan-

tindakani inii mencakupi usaha-

usaha untuk mengubah keputusan-

keputusan menjadi tindakan-

tindakaniioperasional dalami kuruni 

waktui tertentu imaupun dalam 

rangkaiimelanjutkan usah-usaha 

untuk imencapai iperubahan-

perubahan besar dan kecil yang 

ditetapkan oleh keputusanikeputusan 

kebijakan. 

 

2.4 Program 

Padai dasarnyai programi adalah 

kumpulani kegiatan-kegiatani nyata, 

sistematisi dani terpadui dalami 

rangka mencapai tujuan dan sasaran. 

Menurut Setiawani (2015:17) 

“programi yaitu rancangan 

mengenaiifasas sertaifusaha (dalam 

ketatanegaraan, iperekonomian dan 

sebagainya) iyang iakan idijalankan. 

Definisi program juga termuat 

dalamfUndang-Undang RI No. 25 

Tahuni 2004i tentang iSistem 

Perencanaani Pembangunani 

Nasional, menyatakan bahwa: 

“Program adalah instrumen 

kebijakan yang berisi suatu ataui 

lebihi kegiataniyang 

dilaksanakani oleh iinstansi 

pemerintahi atau ilembaga untuk 

mencapai sasaran dan tujuani 

serta imemperoleh alokasi 

anggaran atau kegiatan 

masyarakati yang 

dikoordinasikan oleh instansi 

masyarakat”. 

 

Sedangkani Menuruti Hans 

Hochholzer (2012:11) “Programi 

merupakani kumpulan kegiatan 

nyata, sistematis, dan terpadu yangi 

dilaksanakani olehi suatui atau 

beberapai instansii pemerintahi 

dalam rangka kerjasamaiidengan 

swasta dan masyarakat 

gunaamencapai tujuanadan sarana 

yang ditetapkan. Suatu program 

disusuniberdasarkan atas 

tujuaniataupun target iyang iingin 

dicapai. iSusunan perencanaani 

program-programi tersebut disebut 

sebagaiiprogram kerja”. 

Selain itu, salah 

satuifpengertian program kerja 

adalahfprogram-program yangi 

nyatai yangi mungkini untuk 

diimplementasikaniuntuk mencapai 

misi perusahaani ataui organisasi, 

Sejalan dengan pandangan di atas, E 

Hetzer (2012:13) berpendapatibahwa 
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“program kerjai adalahi aktivitasi 

yang menggambarkani dii muka 

bagian mengenai ipekerjaan iyang 

akan dilaksanakan berikut petunjuk-

petunjuk mengenaii cara 

pelaksanaannya. 

Aktivitasamenggambarkan di muka 

ini biasanyai menyangkuti jugai 

jangka waktu penyelesaian, 

penggunaan material dan peralatan 

yang diperlukan, pembagiani 

wewenang, idan itanggung jawabi 

sertai kejelasani lainnya iyang 

dianggap perlu”.  

Menuruti Ei Hetzeri (2012:25), 

setelah ditetapkannyaftarget dan 

tujuan dari program, makaitindakan 

yangiharus diambil dalamaprogram 

kerja dapat di rinci sebagaiiberikut: 

a. Sarana daniPrasarana 

Keadaani sertai keahliani 

seluruh fasilitas serta prasarana 

yang ada, tujuannya 

untukifmengenali apakah 

fasilitasi sertai prasaranai 

tersebut masih layak operasi 

ataupun tidak, apabilai masihi 

layaki operasi, sehinggai apai 

sajai revisii serta 

penyempurnaani wajibi 

dilakukan, guna imelaksanakan 

program satu tahun kedepan.  

b. Metodei 

Seluruh tata cara yang 

digunakan serta proses 

yangiidijalankan untuk 

melaksanakaniprogram 

kegiatannya. 

c. KemampuaniSumber Daya 

Manusia 

Untuk mengenali kemampuan 

sumberi dayai manusiai 

terhadap metodei serta proses 

kerja ioleh pimpinani 

organisasii untuk memenuhi 

sampai dimana keahlian 

anggotai dalami melakukan 

pekerjaannya. 

d. SemangatiKerja 

Seorang pimpinan wajib 

mengenali keadaan pengurus 

serta watak bawahan mereka, 

sehinggaiiseorang pimpinan 

sanggup memberi semangati 

kerjai padai pengurus tentang 

kebajikan serta sistem imbalani 

yangi mencakup inilai intensif 

dan evaluasi prestasiikerja. 
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2.5 Pemberdayaan 

Konsep pemberdayaan timbul 

dari aktivitas atau kegiatan serta 

upaya penguatan modalisosial yang 

terdapat di suatu kelompok ataupun 

masyarakat. Dalami kajiani 

sosiologii sertai ilmu sosial, upaya 

tersebut lalu diketahui dengan 

sebutan pemberdayaan masyarakat. 

iMengutip ibuku iKonsep Dasar 

iPengabdian Kepada Masyarakat: 

iPembangunan idan Pemberdayaan, 

iEko Sudarmanto (2020:21) 

mengemukakan “pengertian 

pemberdayaanimasyarakat adalah 

upaya meningkatkani harkati dani 

martabat golongan wargaiftertentu 

yangifada di dalami kondisii 

kemiskinani dan keterbelakangan. 

Upaya itersebut dimaksudkani guna 

membangun kemampuani 

masyarakati dengani cara 

mendorong, memotivasi, idan 

membangkitkani kesadarani mereka, 

serta mengembangkan potensinya”. 

Menurut Jim Ife (2008:19) 

mengemukakan bahwa definisi 

pemberdayaani ialah imemberikan 

sumberidaya, kesempatan, 

pengetahuan, dan 

keterampilanakepada warga untuk 

meningkatkani kemampuani mereka 

dalam menentukanfmasa 

depanfmereka sendiri dan 

berpartisipasi pada upaya 

mempengaruhii kehidupani dari 

kelompoknya. iKonsep 

pemberdayaan memilikii hubungani 

erati dengani dua konsep pokok 

yakni: konsep power (daya) idan 

konsep idisadvantaged 

(ketimpangan). iMaka, ipengertian 

pemberdayaani dapati dijelaskan 

menggunakan 4 perspektif: pluralis, 

elitis, istrukturalis, idan ipost-

strukturalis”. 

Zubaedi dalam bukunya 

(2013:21-22) mengemukakan 

penjelasan dari 4 perspektif itu 

masing-masingiadalah 

sebagaiiberikut.: 

a. Perspektifi pluralisi memandang 

pemberdayaan selaku proses 

buat membantu orang ataupun 

kelompok masyarakat 

yangakurang beruntung, agar 

mereka bisa bersaing secara 

lebih efektif.  

b. Perspektif post-strukturalis 

menilai pemberdayaan selaku 

upaya mengganti diskursus yang 

menekankani padai aspek 



ISSN Cetak: 0853-2516 

ISSN Online: 2620-7451 
 

Majalah Ilmiah  “DIAN ILMU”            Vol.22 No.1          Oktober 2022 108 
 

intelektualitas dibanding aksi 

ataupun praksis. 

Jim Ife pula mengidentifikasii 6 

jenis ikekuatan masyarakat yang bisa 

dimanfaatkan dalam 

prosesfpemberdayaan mereka. 

Keenami kekuatani itui merupakan: 

keahlian imenentukan ipilihan 

individu; keahlian menentukan 

kebutuhani sendiri; ikebebasan 

berekspresi; ikeahlian ikelembagaan; 

akses pada sumber daya ekonomi; 

serta ikebebasan idalam iproses 

reproduksi. 

 

2.6 Jawa Timur Pemberdayaan 

Usaha Perempuan 

Program Jatim Puspa merupakan 

suatu program yang diciptakan oleh 

Gubernur Provinsi Jawa Timur. 

Programi Jatimi Puspai ini 

imerupakan salah satuifupaya 

PemerintahifProvinsi Jawa Timur 

dalam penanganan dampak Covid-

19i untuk imeningkatkan 

pendapatani masyarakat iterdampak 

sehinggai dapati pulihi dani 

meningkat ketahanani sosiali dani 

ekonomi, memberikani aksesi 

interaksii dan pendampingani 

terhadapi Keluarga Penerimai 

Manfaati (KPM) melalui optimalisasi 

peran Pendamping Desa serta 

mendorong imotivasi berusaha (need 

for achievement) dan kemampuan 

(lifei skill) iKPM idalam rangka 

meningkatkani kesejahteraannya. 

Berikut mekanisme kegiatan Jatim 

Puspa yang tercantum dalam Buku 

Pedoman Umum Program Jatim 

Puspa (Pemberdayaan Usaha 

perempuan) Peraturan Gubernur 

Jawa Timur No. 20 Tahun 2021. 

1. Prinsip-Prinsip Program Jatim 

Puspa 

a. Membantu dengan Hati 

b. Jujur 

c. Partisipatoris 

d. Transparan dan Akuntabel 

e. Keterpaduan 

f. Perspektif Gender 

g. Keberlanjutan 

2. Sasaran Program Jatim Puspa 

Program Jatim Puspa tersebar 

pada desa di 30 Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawai Timur, idengan 

prioritas i15 Kabupateni kantongi 

kemiskinani dan diperluasi dengani 

tambahani 15 Kabupaten di luar 

kantongfkemiskinan. Sasarani 

Programi Jatimi Puspa iadalah 

Anggotai Rumahi Tanggai (ART) 
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Perempuani yangi sudahi 

mempunyai usaha atauiakan 

memulai usahaidari: 

a. KPM Graduasi (Graduasi 

Sejahtera, Graduasii 

Mandirii dani Graduasi 

alamiah) iProgram 

iKeluarga Harapan. 

b. KPM Penggantiayang 

berasal dari Data 

DTKSaselain 

KPMaGraduasi PKH 

setelahiidilakukan 

Verifikasi dan Klarifikasi. 

3. Strategi Pogram Jatim Puspa 

Gunai mewujudkani tujuan idan 

sasaran yang telah dirumuskan, maka 

diperlukani rumusani strategii yang 

menjelaskani bagaimanai tujuani dan 

sasarani yangi telahi ditetapkani akan 

dicapai. Adapunistrategi 

yangidilakukan dalami Programi 

Jatimi Puspai adalah sebagaii 

berikut: 

a. Memberikani bantuani 

modal iusaha dalam 

bentukfbarang 

untukfkegiatan ekonomi 

produktifaAnggota Rumah 

Tangga (ART) Perempuan 

sebagai stimulusi agari 

KPMi memiliki motivasii 

berusahai dalami rangka 

meningkatkanikesejahteraan

nya; 

b. Mengintensifkani upaya-

upaya pemberdayaani untuki 

meningkatkan kemampuan 

danskemandirian usaha yang 

dikelolaioleh perempuan; 

c. Mendorongi peran 

pemerintah Kabupaten/Kota 

untuk ilebih meningkatkani 

kegiatan pemberdayaani 

masyarakati dengan 

melaksanakani Jatimi Puspai 

Pola Mandirii (Matchingi 

Grant) iuntuk menangani 

KPMiyang tidakimenjadi 

sasarani Programi Jatimi 

Puspai dari 

anggaraniiPemerintah 

ProvinsiaJawa Timur; 

d. Mengoptimalkaniseluruh 

potensi dan sumberi dayai 

yangi dimiliki masyarakat, 

pemerintah, iswasta, 

asosiasi, perguruan tinggi, 

lembaga swadaya 

masyarakat, iorganisasi 

masyarakat, idan ikelompok 
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peduli lainnya 

secaraisinergis. 

e. Mengupayakan iadanya 

kepedulian berbagai pihak 

kepada KPM dalam bentuki 

pelatihan ipeningkatan 

kapasitasi usahai KPM, 

fasilitasi pemasarani produk 

KPM idan 

menciptakanijaringan usaha 

KPM; 

f. Memberikani aksesi 

keterlibatan masyarakati 

dalami pelaksanaan program 

JatimfPuspa melaluifproses 

pendampingani olehi 

Pendamping Kabupateni dan 

Pendamping Desa; dan 

g. Fasilitasii pinjamani murahi 

dan mudah 

untukfpengembangan usaha 

KPM pasca iprogram 

melalui Programi BIBITi 

JAMURi BANK 

(Bimbingani Teknisi dani 

Pinjaman Murah 

melaluiiBank). 

4. Mekanisme Kegiatan Program 

Jatim Puspa 

Berikut mekanisme kegiatan 

Program Jatim Puspa: 

a. Tahap Persiapan. 

1) Sosialisasi. 

Sosialisasii Programi 

Jatimi Puspa dilaksanakan 

dengan tujuan untuk 

memberikani informasii 

mengenai pelaksanaan 

program guna diketahui 

masyarakat ilokasi iprogram, 

agar mendapati dukungani 

dalami proses pelaksanaan. 

Kegiatan isosialisasi 

sekaligusi merupakani 

bagiani dari transparansii 

informasi. iKegiatan 

sosialisasii dilakukani secara 

berjenjangi mulaii darii 

tingkat Provinsi, iKabupaten 

dan iDesa. Kegiatani 

sosialisasi ipada itingkat 

desai dilaksanakani dalami 

forum Musyawarah 

DesaiSosialisasi. 

2) Orientasi daniBimbingan 

Teknis 

Orientasi danibimbingan 

teknis bagi pengelola di 

tingkat Kabupaten dan 

pengelolai tingkati desai 

bertujuan guna membimbing 

langkah-langkah teknik 
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pelaksanaan 

kegiataniProgram Jatim 

Puspa. 

b. TahapiPelaksanaan. 

1) Verifikasi dataiKPM. 

2) Klarifikasii data, 

iidentifikasi kebutuhan 

dan potensi KPM. 

3) Permohonani pencairani 

dana Bantuani Keuangani 

Khusus (BKK). 

4) Musyawarah persiapan 

pengadaan dan 

penyaluranibantuan 

5) Pengadaanibarang. 

6) Penyerahanibantuan 

kepadaiKPM. 

7) PemberdayaaniKPM. 

8) Pertanggungjawaban. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian Implementasi 

Program Jawa Timur Pemberdayaan 

Usaha Perempuan (Jatim Puspa) 

sebagai upaya peneliti untuk ikut 

dalam mengetahui kebijakan dan 

perkembangan maupun kemajuan 

terkait Program Jatim Puspa yangi 

dilakukan di Desa Sumberkolak, 

Kecamatan Panarukan, Kabupaten 

Situbondo. Waktu penelitian 

dilakukan selama 4 (empat) bulan 

mulai tanggal 2 Maret 2022 sampai 

dengan 2 Juni 2022. 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini pada dasarnya adalah 

metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif karena penulis 

ingin memahami dan memperjelas 

secara utuh program Jatim Puspa.  

Peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data primer dan 

sekunder. Pengumpulan data primer 

dilakukan dengan cara berikut 

observasi (pengamatan) dan 

interview (wawancara). 

Pengumpulan data sekunder melalui 

dua cara yaitu teknik dokumentasi 

dan studi Pustaka. Pada penelitian 

ini, dokumentasi yang digunakan 

berupa data warga dusun di Desa 

Sumberkolak Kecamatan Panarukan 

Kabupaten Situbondo yang 

mendapatkan bantuan Program Jatim 

Puspa. Untuk studi pustaka, peneliti 

mencari buku-buku, produk 
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perundang-undangan, ataupun jurnal-

jurnal yang terkait dengan 

permasalahan yang diangkat.  

Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Penelitian ini 

dalam menganalisis data kualitatif 

menggunakan metode analisis 

interaktif yang dikembangkan oleh 

Miles dan Huberman (2017:132) 

yang terdiri dari data collecting 

(pengumpulan data), data 

condensation (pemadatan data), data 

display (penyajian data), serta 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan 

pembahasan yang telahsdilakukan 

oleh penelitissaat melakukani 

penelitiani di iDesa Sumberkolak 

iKecamatan iPanarukan Kabupateni 

Situbondo. iPeneliti mendapatkani 

gambarani tentang program Jatim 

Puspa, ada beberapa hasil yang dapat 

dijelaskan dalam penelitian ini 

adalah: 

Dalam sosialisasi Program Jatim 

Puspa telah dilakukan dengan baik. 

Dalam orientasi dan bimbingan 

teknis diberikani kepada pendamping 

desa, tim koordinasi desa serta 

bendahara di Provinsi Jawa Timur. 

Klarifikasi data, identifikasi 

kebutuhan dan potensi KPM sudah 

dilakukan dengan cara melakukan 

pertemuan di Kantor Desa yang 

berjalan dengan efektif dan efisien. 

Permohonan pencairan Dana 

BKK desa sepenuhnya menjadi 

tanggungjawab tim koordinasi desa. 

Tim koordinasi Desa tidak 

memberitahukan perihal biaya 

administrasi lain seperti pajak 

kepada KPM karena kurangnya 

persiapan tim koordinasi desa. 

Penyerahan bantuan barang kepada 

KPM penyerahan barang tidak 

seluruhnya ditanggung oleh Program 

Jatim Puspa, sebagian ditanggung 

oleh KPM. Program Jatim Puspa 

tidak seterusnya dipantau oleh 

pendamping kabupaten setelah 

penetapan waktu monitoring. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Adapun pelaksanaanfProgram 

Jatim Puspa dapat disimpulkan 

bahwa Desa Sumberkolak 

Kecamatan Panarukan Kabupaten 

Situbondo telah 

mengimplementasikan Program 

Jatim Puspa dengan baik namun 

belum maksimal terutama dalam hal 

penyampaian informasi, penjaringan 

penerima program dan pengawasan. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat 

dilakukan yaitu: 

1. Penjaringan penerima program 

sebaiknya melihat kondisi dari 

KPM agar program yang 

dijalankan tepat sasaran dan 

penerima program dapat 

memanfaatkan bantuan yang 

diberikan sebaik mungkin.  

2. Untuk pemberdayaan KPM, 

sebaiknya harus sering 

dilakukan pemantauan sehingga 

KPM atau penerima program. 

3. Sebaiknya orientasi dan 

bimbingan teknis tidak hanya 

diberikan kepada tim koordinasi 

desa saja tetapi masyarakat 

penerima program juga 

diikutsertakan agar semua yang 

terlibat paham mengenai proses 

pelaksanaan Program Jatim 

Puspa, sehingga tidak ada 

kendala dalam pelaksanaan 

Jatim Puspa. 

4. Diharapkan masyarakat dapat 

bertanggungjawab terhadap apa 

yang didapatkan, seperti 

menjaga barang yang didapatkan 

atau digunakan sesuai dengan 

aturan program yang berlaku. 

5. Masyarakat diharapkan memiliki 

semangat untuk menjalankan 

Program Jatim Puspa yang 

bertujuan untuk memulihkan 

ekonomi. 
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